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Kepada
- 027/5667/PABJ/B.PB) Yth. Kepala Perangkat Daerah
. Segera Provinsi Bali
- 1 {satu) Gabung di -
. Penatapan PPK Denpasar

Dalam rangka tertib pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali khususnya dalam penetapan Pejabat
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Pambuat Komitmen (PPK) maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:
Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam proses
pengadaan barangfjasa pemerintah memiliki kewenangan untuk
menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sesuai ketentuan Pasal
9 ayat (1) huruf g Perpres No 16 Tahun 2018, kewenangan tersebut
termasuk salah satu kewenangan PA dalam pengelolaan APBD yang
tidak dapat dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Persyaratan sebagai PPK (sesuai Pasal 5 Peraturan LKPP Nomor 15
Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa) adalah:

.- Memiliki integritas dan disiplin;

Menandatangani Pakta Integritas;

Memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK

(Dalam hal persyaratan Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang
tugas PPK ini tidak dapat terpenuhi, maka persyaratan ini dapat
digantikan dengan Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar, namun hanya
dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023);
d. Berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara.
(Dalam hal persyaratan dimaksud tidak dapat terpenuhi, persyaratan
- Sarjana Strata Satu (S1) dapat diganti dengan paling rendah golongan
lli/a atau disetarakan dengan golongan lil/a);
e. Memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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. Pérsonil yang dapat diangkat sebagai PPK (Pasal 6 Peraturan LKPP

Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa):

a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negara di
fingkungan Kementerian/Lembaga /Perangkat Daerah;

b. Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian

“Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan

Kepolisian Republik Indonesia; atau

¢. Personel selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas.
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